
2.Undang Undang 2 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Oalam 
Lingkungan Oaerah Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 1956 

Nomor 25) scbaaaimana relah diubah denzan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tent.ang Pembentuka.n 
Daerah Tingkat U Sarolangun Bangko dao Daerab 

'l'ingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 

lndoneoia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor '2755); 

Len tang l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Mengiogat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) 

Pcraruran Menleri Dalam Negcri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Sadan Layanan Umum Daerah, rnaka perlu 
menet.apkan Peraruran Bupati tt:nlung Pola Tata Ketola 

- Sadan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana 
Tcknis Daerah Pusut Keseho.rnn MasyarakaL Dinas 

kesehatan Kabupaten Bungo; 

Menimhilng 

BUPATI BUNGO, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PE:RATURAN BUPATI BUNGO 

NOMOR ~9-TAHUN 2023 

TENTANG 

POLA TATA KELOLA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT 

PELAKSANA TEK.NlS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS 

KESE:HATAN KABUPATEN BUNGO 

BUPATI BUNGO 
PROVINS! JAMB! 



7.UndWlg-Undang ...... 3 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nornor J Tahun 2004 tentang 

Perbenduho.rann Negnm [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehat.an (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144. Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang-Unda.ng Nomor 12 Tahun 2011 tenta.ng 
Pcmbcntukan Peraturan Perundang-Undangnn 
(Lembarnn Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dcngan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 20 l I ten tang Pernbentukan Peraruran 
Perundang-Undangan (Lcmbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 14~. Tambahan 
Lcrnba.ran Negara Republik lndonesio Nomor 6801 ); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Rcpublik Indonesia Tnhun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

5679); 

Negara Republik Keuangan Negara (lembaran 
2. Undang-Undang Nomor l 7 Tahun 2003 tentang 
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l3.Peraturan Mcnteri ...... .4 

scbagaimana tetah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pcrubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 
tentang Perangkat Daerah (Lcmbaran Nega.m Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Pcraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Oaerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42, Tambahan 
Lernbaran Ncgant Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalrun Negeri Nornor 21 Tahun 2011 

tentang Pcdoman Pengelclaac Keuangan Daerah, 
scbagaima na telah diubah bcbcrapa kali temkhir 

dcngan Pcraturan Mcneteri Dnlam Negcri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Tckn10 1-'<:ngclolaan Keunngon 

Dacrah: 
11. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 TahUJ1 20 15 

tentang Pembenlukun Produk Hukum Dacrah (BerilH 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n Mcntcri 
Dalam Ncgcri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 temang Pembentukan Produk Hukum 

Dacrab [Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 
Nomor 157): 

12. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentBJ1gBadan Layanan Umum Daerah (Serita 
Negara Rcpubliklndonenia Tahun 2018 Nomor 1213); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor l 8 Tahun 20 I 6 ten tang 

Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomcr 144, Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik 1 ndonesia Nomor 5887), 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang 
Administrasi Pcmerintahan (Lembaran Nega;a Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Ta.mbanan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 5601); 
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Pasal 1. 5 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Bagian Kcsatu 

Pengertian dan Defi.nisi 

MEMUTUSKAN: 

POLA TATA KEWLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PADA UNIT PELAKSANA TEKN!S DAERA.H PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT DINAS K.ESEHATAN 
KABUPATE;N BUNGO. 

Ka.bupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12); 

I 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Ka.bupatcn Bungo Tahun 2021 Nomor 2); 
J 6. Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2016 tcntang 

Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi sorta Bagan 
Struktur Dinas Kesehntan (Bcrita Daernh Kabuparen 

Bungo Tahun 2016 Nomor 33); 
17. peraruran Bupati Bungo Nomor 16 T'ahun 2018 tcnlnng 

Pcmbentukan UnJL Pelaksana Tcknis Pusat Kesehatan 
Musyarukul [Puekcemasl Pada Dinas Kcsehatan 
Kabupater, Bungo (BeriLa Daerah Kabupaten Bungo 

Tahun 2018 Nomor 16); 

Doe rah Daerah(Lombaran Perangkat Susunan 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berito.. Negara ~epublik lndonuia Ta.bun '2020 Nomor 

17811; 
14. Pcratu.ran Dacrah Ka bu paten Bungo Nomor 5 Tahun 

2016 ten tang Pembcntukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Dacrah Kabuparen Bungo Tahun 
201.6 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Pcraturan 

Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Ka.bupatcn 
Bungo Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pcmbcntukan Dan 
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alokasi sumber 6 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerab adalah Kabupaten Bungo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintah Daernb yang memimpin pclaksanaan urus.an pcmerintahan 
yang menjadi kewcnangan daerah otonorn, 

3. Bupati adalah Bupati Bungo. 
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang selanjutnya dlsebut Dinas adalah 

Perangkat Daerah yang bertanggung Jawab menyelcnggarakan urusan 

pemerintah dalam bidang kesehatan. 
5. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Kcsehatan Kabupaten Bungo. 
6. Unit Pclaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. 
7. Sadan Layanan Umum Dacrah yang selanjutnya dislngkar 81,UD adalah 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis ctinas/badan daerah 
dolam memberikan pclayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan dacrah pada umumnya. 
8. UPTD Pusat Kcsehatan Mnsyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD 

Puskesmas yang mcncrapka.n Pola Pcngelola Keuangan BLUD. 
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjucnyn disebut Puskcamas adalah 

fasilitas Pelayanan Kcschatan yang menyelenggurekun upuyn kesehatan 
masycrakm dan upaya keeehetan perorangan cingkat pertama, dengan 

lehih mengutarnakan upaya pmmotif dan prcvcntif, untuk mencapei 
derajnL kescbatan rnasyarakat yang tsctinggi-tintiginya di wilayah kerjanya. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah yang selanjumya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Dacrah untuk periode ~ 
fli:ma) t.ahun terhitung sejak diJantik sarnpai dengan bcrakhirnya rnasa 
jabatan Kepala Daerah. 

11. Rencana Strategis Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat dengan 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokuroen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

12. Rencana Strategis BLUD UPTD Puskesrnas yang selanjutnya disebut 
Renstra BLUD adalah perencanaan 5 (lima) t.ahunan yang disusun untuk 
menjelaskan strategi penge!olaan BL..UO dengan mcmpertimbangkan 

Pasal I 
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22.Pegawai Negeri ....... 7 

alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik anelisis 

bisnis. 
t.3. Rencenu Bisn\3 dan Anggaran yo..ng selanjutnya dtaingkat. RBA adalah 

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun don disajikan 

sebagat bahan penyusaman rencana kc:rja. dan anggaran Perangkat 

Daerah. 
14. Pcjabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala SKPKD yang mernpunyai tugas melaksenakau pcngclolaan 
APBD dan bertindak scbagai bendahara umum daerah. 

15. Pejabal pengelola BLUD adalab pimpinan BLUD yang bertanggung jawab 

terhadap kinerja operaslonal BLUD yang terdiri alas pemimpin, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan 

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 
16. Pusat Kcsehatan Masyorakat selanjumya disebut Puskesrnas adalah Pusat 

Kesehatan Masyarakat di lingkungan Oinas Keschatan Kabupaten Bungo. 
l 7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengclolaan keuangan dengan 

mcnerapkan praktek bisnis yang sehat uruuk rneningkatkan layanao 
kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajulran 

kesejahteraan umum dan menccrdaskan kehidupan bangsa. 
18. Rcncana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 

dokumen rcncana anggarnn rnhunan BLUD, yang disusun dan diaajikan 
eebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

19. Praktik Bisnis Yang Schat adalah penyelenggaman fungsi organisasi 
berdasarkan keidah-keidah manajcmcn ynng bo.ik dolom rangka 

pembcrian layanan yang bermutu dun berkesinambungan dan berdaya 

salng. 
20. Upaya Ke:,ehatan Maoyarakat yang sclanjutnya disingkaL UKM adalah 

setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta 
mencegah dan menanggulangi Limbulnya masalah kesehatan dengan 
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat, 

21. Upaya Kcsebatan Perorangan yang selanjutnya disingkal UKP adalah 
suatu kcgial.an dan/ a tau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyaklt, 
pengurangan pcnderitaan akibat penyal<it dan mcmulihkan kesehatan 

perseorangan. 
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BAB U ....•... 8 

Bagian Keel ua 
Pola Tata Keloln 

Pasal 2 

(l) Peraturan Bupati ini mengarur mengenui Pol" rata kelola BLVD 
Puekeemas yang memuat; 
a. kelembagaan; 
b. prosedur lrerja; 
c. pengelompokan fungsi; 
d. pcogclolaan sumbcr de.ya menusla; dan 

e, pembinaan dan pengawasan. 
(2) Prinsip Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Transparanai; 
b. akuntabilitas; 

c. resposibilitas; dan 
d. lndependensi. 

mcnyclcnggarakan Proktek t3isnis Yv.:ng sehat. 

pcngendalian internal tcrhadap kinerja 

pengaruh lingkungan social dalam 
melakukan pengawasan dan 
pelayanan, keuangan dan 

22. Pegawal Negeri Sipil yang sclanjutnyu disingkat PNS adalah scliap Worga 
Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang tertenru, diaogkat sebagal 
pcgawa.i.Apare.tur Sipil Negara secara cetn.p olch Pejabat Pembina 

Kepegawaian untuk menduduki jabalan pemerintahan. 
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalarn bcntu.k kas dan tagihan 

BLVD yang menambah ekuitas dana lancar dalam pcriode anggaran 

bersangkutan yang tidak pcrlu dibayar kembali. 
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran dalam beotuk kas dan utang yang 

mengurang.i ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang da.n /ataujasa 

untuk keperluan BLUO. 
25. lnvestasi adalah Pengeluaran untuk memdapatkan asct dalam rangka 

memperoleh manfaat ekonomis yang dapat mcningkatkan kcmampuan 

BLVD dalam pelayanan kepada masyarakat, 
26. Laporan kcuangan konsolidasi adalah suatu laporan yang mcrupakan 

gabungan keseluruhan laporan keuangan entikas akuntansi sehlngga 

tersaji sebagai satu enotas pelaporan 
27. Satuan pcngawas internal adalah perangkat BLVD yang bertugas 

- 7 - 



(S)Pejabat Keuangan ....... 9 

(1) Pejabat Pengelola sebagalmana di maksud dalarn Pasal 3 ayat (I) huruf a 
bertanggungiawab terhadap kio~rja umurn opcrasional. pelaksanean 

kebijakan flcksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pcmbcrian 
layanan. 

(2) Pejabat Pengelola BWD Pukesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

terdiri at.as: 

a. pemimpin; 
b. pejabai keuangan; can 
c. pejabat teknis. 

(3) Pejabat Pengelola 01..UD Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (1) 
berasal dari Pegawni Negcri Sipil. 

(4) Pemimpirr scbagaima.na di maksud pada ayat (21 huruf e udulah Kepale 

UPl'D Puskesmas. 

f>uNHI 4 

Bagian Kedua 

Pejabal Pengelola 
Paragraf I 

Umum 

- 8. 

BAB II 
KEI..EMBAGAAN 
Bagi an Kesa cu 

Umum 

Pasal 3 
(1) Sumber daya manusia BI..UD Puskesmas terdiri atas : 

a. pejabat pengelota: dan 
b. pegawai. 

(2) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pcngelola dan 
pegawai scbagalmana di maksud pada ayat ( 11 berdasarkan kompctcnsi 

dan kcbutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat. 
(3) Kompctensi sebagairncna di maksud pada ayat (I) berupa pengetahuan, 

keahlian, keterampilan. integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi 
dan sikap perilaku yang cliperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

(4) Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditctapkan dengan Keputusan Bupati. 



Pasal 6 lO 

Paragraf3 
Tugas dan Tanggungjawab Pejaba; Kcuongan 

Paragrar2 
Tugas dan Tanggungiawab Pemimpin 

Pasal 5 

(11 Pemimpin sebagaimane di maksud datam Pasal 4 ayat (2) huruf a 
mempunyai tugas: 
a. rnemimpin, rnengarahkan, memblna, meogawasi, mengcndali.kan, dan 

mengevaluasi pcnyelcnggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebth 

efisien den produktivitas; 
b, merumuskan penetapan kcbijakan teknis BLU-D Puskcsmas serta 

kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditcrapkan oleh 

Bupati; 
<.:. mcnyusun Renstra; 
d. menyiapkan RBA; 
e. mengusulkan calon pejabal keuangan dan pejabat teknis kcpada 

kcpala daerah sesuai dengan ketentuan: 
r. menetupkun pt:jul.Jal talrmya eeeuai dengan kebutuh:-tn OLUlJ 

Puskesmas selain pejabat yang tclah ditctapkan dengan pernturan 

perundangan-ungangan: 
g, mengoordinaeikan pelakaanaun kebjjakan BLLID Puskesmas yang 

dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat tcknis, mcngendalikan 

tugas pengawasan internal, serta mcnyampaikan dan 
mcmpcrtanggungjawabkan kinerja operasional serra keuangan BLUD 

kepada Bupati; dan 
h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan 

kewenangannya, 
(2) Pemimpin BLLID Puskesmas bertindak selaku kuasa pengguna 

anggaran/kuasa pengguna barang. 

(5) Pejabat. Keuangan BLUD Puskeemas sebegaimana di makaud pada ayat (2) 
buruf b dijabat oleh kepala eubbagian rata usana pada UPl'D Puskesmas. 

(6) Pejabat Teknis BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (2) 
huruf c dijabat oJch pcoanggungjawab pelayanan kesehatan, jeringan 

petayanan dan jejaring fasilitas yang ada pada LIPl'D Puskesmas. 

·9· 



(3)Pelaksanaan tugas ..... 11 

raragrar 4 

Pajawt Teknis BLUD Puskesmas 
Pasal 7 

II) Pejabat, teknis sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 uyrtt (1) huruf c 

mcmpunyai tugas: 
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis opcrasional dan pelayanan di 

bidangnya; 
b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dAn pelayanan sesuai 

dengan t<.l:fA~ 

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan 

pclayanan dibidangnya; dan 
d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemlmpin BLUD 

Puskesmas sesual dengan kewenangannya. 
(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan rugas scbagaimana di maksud pada 

ayat ( l) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kcgiatan teknis 

operasional dan pelayanen di hidangnya. 

Pasal 6 
(l) Pejabal keuangan sebagairnana dimeeud dnlam Pasal 4 ayat (2) hurur b 

mcmpunyai tugas: 
a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan: 

b, mengoordinasikan pcnyusunan RBAj 
c. mcnyiapkan DPA; 
d. melal<Ukan pengelolaan pendapatan dan belanja; 
e. menyetenggarakan pengelolaan kas; 
r. melakukan pengelolaan uiang, plutang, dan investasi: 
g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada 

dibawah peoguasaannya; 
h. menyeJeoggarakan sistcm informasi manajemen keuangan; 
,. menyelen_ggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan 
J· tugae Jainnya yang ditetapkan olch Bupati dan/atau pemimpin BLUD 

Puskcsmas sesuai dengan kewenangannya, 
(2) Pejabat kcuangan dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pad• aya, (1), mempunyai fungsi sebagal penanggungjawab keuangan. 
(3) Pejnbat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud 

pada eyaL (I) dibantu oleh bcndahara penerimaan den bcndahara 

pengeJuaran. 
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(4JKepala Oinas 12 

Bagian kesaru 

Prosedur Kerja 

Pasal 10 
(I) Prosedur kcrja BLUD Puskesmas merupakan pola hubungan dan 

mekanisme kerja an tar posisi jabatan dan fungsi dalom BLUD Puskesmas. 

(2) Prosedur kerja BLUD Puskesmas scbagaimana di maksud pada ayat (I) 

dalam rangka mcmbcrikan pclayanan kepeda masyarakat balk pelayanan 
kesehatan perorangan maupun pelayanan kcsehetan masyarakat. 

(3) Prosedur kcrja BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud pada ayat (l) 
diusulkan oleh pemimpin kepada kepala Dinas. 

DAD !!I 
PROSE:DUR KERJA 

Bagian Kccmpat 
Stru.ktur Orgnnisusi 

Pa.,.J 9 

Struktur Organisasi sumber dBya manusia BLUD Puske$J'III\S sebagaimana di 
maksud dalam Pasnl 3 ayar (I) scbagaimans tereantum dalam la mpiran yang 
merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Pcraturan Bupatl ini. 

Bagian Kc uga 

Pegawai 

Pasal B 
(I) Pegawai sebagaimana di maksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf b 

mcnyelcnggarakan keglatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas. 
(2) Pengangkatan pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (I) dilakukan 

sesuai dengan keburuhan, profesionalitas, kcmampuan kcuangan dan 
berdasarkan prinsip efisiensi, ekoncm!s clan produktif dalem 

meningkatkan pelayanan. 
(3) Pegawal sebagaimana di maksud pada ayat ( l) yang berasal dari PNS 

dun/ atau Lcru.-:1.gu prcfeslcnal lalnnya dapat dipekerjak.an secara konLnLk 
atau tetap berstarus non PNS. 

(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana di maksud pada ayat ( l) 

berkaican dengan mutu, standarisasi, admlnistrasl, pcningkatan kualitas 
sumber daya manusta, clan peningkatan sumbcr daya lainnya 

. ll . 



(3)Hubungan kerja 13 

c, upayu. kesehatan beraumberdaya masyarakat; dan/atau 
a. untas sektor terkait lrunnya dl wnayan kerja.nya seoagai jejanng 

Puskesmas. 
(2) Hubungan kerja antara Puskesmas denga,, rumah sakit sebagaimana 

dima.koud pada eyat ( l) huruf a, bersifat koorclinasi dan/ atau rujukM di 
bidang upaya keseh.atan. 

Pasal 12 
( l) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dlmaksud 

dalam Pasal J J ayat (JI, Puskesmas memlliki hubungan kerja dengan: 
a. rumah sakit; 

b. fasilitas Pelayanan Kesehatan Jain; 

Bagian kedua 
Tata Hubungan Kerja 

Pasal J l 
(11 Hubungan kerja antara Dinas dengan BLUD Puskesmas bccsifar 

pembinaan. 
(2) Pernbinaan sebagaima na dimaksud pada ayar (1) dilakukan oleh Dinas 

kcpada BLUD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memillki 

otonomi dalrun rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan 
pembangtman kesehntan Daemh. 

Fl) Pencapaian tujuan pembnngunan kesehatan Daerah sebagaimana 

dimaksud padn ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dun 
tanggung jawab Oint-ts. 

(4) KcpaJa Dinas melakukan anaJisa den evejcesi prosedur kcrja BLUD 

Puskesmas scsuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undo.ngan. 
(5) Do.lam ho.I prosedur kerje. BLUD tide.k sesuai dengan kctentuan peratu-ra,n 

perundang-undangan lxrdasarkan analisa dan evaluasi, prosedur kcrja 

BLUD dikembalikan kepada pcmimpin untuk dilakukan perbaikan. 
(6) Hasil analisa dan evatuasl prosedur kerja BLUD Puskesrna• disarnpaikan 

secara komulatif kepada Bupati, 
(7) Haeu anausa dan evaluasi prosedur kerje sebagairnana dimaksud pada 

ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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(2)Dahun melaksanakan 14 

Bagian Kedua 
Fungsi BLUD Puskesrnas 

Pasal 14 
(1) BLVD Puskesmas mempunyai tugas rnelaksanakan kebijakan kesehatan 

untuk mencapai rujuan pembangunan kesebatan di wilayah kerjanya. 

BABIV 
PENOELOMl'Ol<AN PUNGSI 

Bagian Kesatu 
~'ungsi Pcjaba1 Pengelola BLVD Puskesmas 

Pasal 13 
fl) Pemimpin sebagain!ana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) buruf a 

mcmpunyai fungsi scbagai penanggung jawab umum operasional dan 

keuang,\!l page. BLVD Puskesrnae. 
(2) Pejabat xcuangan scbagaimana di maksud dalam Pasal 4nyat (2) hurur b 

mempunyai fungsi sebagai p:nanggungjawab keuangan. 
(3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan fungsi sebagalmana di maksud 

pada ayat (2) di ban tu oteh bendahara penertmaan dan bendaha ra 
pcngcluaran. 

(4) Pejnbot Telmis sebagairnana di makaud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, 
mempunyai fungsi penanggungiawab kegiatan tekms opernsional dan 

pelayanan kesehatan. 
(:;) Pelaksanaan fungsi Pejabat 1'eknis sebagaimaoa di maksud pada ayat (4) 

bcrkaitan dcngan muru, standariaaai, Administrus1, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia dan pemngkatan sumber daya ialitnya. 

(3) Hubungan kerja antara Puskesmas dcngan Fasilita$ Pelo.yanan Keschatan 
lain dan upaya kesehatan bersumber daya rnasyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (ll huru( b dan huruC c bcn,ifal pembinaan, 

koordinasi, dan{atau rujukan di bidang upaya keschatan. 
(4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan linta.• ""ktor tcrkait Jainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d sebagal jejaring bcrsifat 

koordinasi di bidang upaya kesehatan. 
(5) Koordinasl di bidang upaya kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat 

(2) sampai dcngan ayat (4) dilo.kukan dalam rangka pelaksanaan upaya 

keschatan yang paripurna. 
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(2)Fungsi Penyelenggaraan 15 

Pasal 15 

(ll Fungsi pelayanan kesehatan (service) pada BL\JD Puskesmas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilak.anekan oleh 
penanggungjawab dan pelaksana kegiatan UKM dan UKP sebagai berikut: 
a. Penanggung jawab UKMesensial dan keperawaian kesehatan 

masyarakat melakuknn kcgiatan dalam bentuk: 

l) pelayanan promosi kesehatan; 
2) pclayAnan kesehatan lingkungan: 
3) pclayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM; 
1) pelayanan glzi yang bcrsifat UKM; 
5) pelayanan pcnccgahan dan pengendalinn penyakir; dan 

~) peJay;man kcpcrawatan keschatan masyarakat. 
b. l'cnanggung jawab UKM pengembanganmclakukan kegiatan upnya 

pengernbangan yang dilakukan BLUD Puekesmas meliputi: 

I) pclayanan keschatan gigi masyarakar: 
2) pclayanan kcschatan tradisional komplementer, 

3) pelayanan kesehatan olahraga; 
4) pelayanan kesehatan kerja; dan 

5) pelayanan kesehatan lainnya. 
c. l'enanggungJawab U.KP melakukan keg,aran caiam oemux: 

1) pelayanan pemeriksaan umum; 
2) pelayanan kesehatan gigi dan mulut; 

3) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP; 
4) petayanan gawat darurat; 

5) pelayanan gizi yang bersifat UKP; 
6) pelayanan persalinan; dan 
7) pelayanan rawat !nap untuk Puskesmas rawat inap. 

(2) Dalam melaksanakan 1ug•s eebagaimaoa di maksud pada ayat (I) BLUD 

Puskesmas memiliki fungsi: 

9.. penyelenggaraan UKM tingkat pertarna di wilayah kerjanya; dan 
b. penyclcnggaraan UKP Lingkat pertarna di wilayah kcrja.nya. 

(3) S,,lain mcmiliki rungsi sebagaimana di maksud pada ayat (2), BLUD 
Puskcsmae memiliki (ungsi la.in t.crd.lti atas: 

a. Fungsi pelayanan kesehatan (service); 
b. Fungsi Penyelcnggaraan Administn1si; dan 
c. F'ungai Pendukung. 
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b.Bcrkclakuan baik. ...... 16 

Persyarat.a.n untuk diangkat menjadi pimpinan BLUO Puskesmas meliputi: 
a. Scorang doktcr /dokter g,gi/ sarjana keperawatan/ apoiekcr / sarjana Iainnya 

di bidang kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, lntegrttas dan 

kepc::.rnimpinan; 

Bagian Kedua 
Persyararan 

Paragraf 1 

Pimpinnn Bi.,UO Puskesmas 
Pasal J 7 

Bugian Keaatu 

Umum 
P:isw 16 

Pengelolaan sumber daya manusia 81,UO Puskesmas sebagaimana di maksud 

pada ayat (I) paling scdikit mcliputi ; 

a. Persya.ratan; dan 
b. Pengangkatan dan Pemberhentian. 

B/lll V 
PENGELOLAAN SUMBl!:R DAYA MANUSIA 

(2) Fungsi Penyelenggaraan Administrasi pada BLUD Puskesmas scbagaimano 
di maksud dalam Pasal 14 ayat (3) hurur b ditaksanakan oleh subbagian 

tata usaha meliputi kegiatan; 
a. penyelenggaraan man.ajemen BLVD Puskesrnas; 
b. penyelenggaraM Sistem lnformasi BLVD Puskesmas: 
c. pcnyctcnggaraan administrasi kepegawaian: 
d. pcnyclcnggaraan pengelolaan rumah tangga: dan 
e. penyelenggaraan pcngelo1aan keuangan; 

(3) Fungsi pendukung di BLUD Puskesmas sebagaimana di maksud dalam 

Pasal 14 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh penanggungjawab dan 
pelaksana pada: 
a. Laboratorium dan pemeriksaan penunjan_g; 
b. Kefarmasian dan obat-obatan; clan 

c. Pcngclolaan atar ke..sehatan/ kcdokteran. 
(4) Penauggungjawitb dan pdaksana kegiatan VKM dan VKP sebagaimana di 

maksud pada ayat (J) dan ayal (3) ditctapkan dengan surauugas oleh 

pemimpin BLVD Puskesmas. 
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e.Bersedia membuat ......... 17 

Paragraf3 

Pejabat Teknis BLUD Puskesmas 

Pasal 19 
Persyaratan untuk diangkat mcnjadi pcjabat teknis DI..UD Puskcemas 

meliputi: 
a. Seorang Dokter/Dokter Gigi/Sarjana Kcperawa1an/Apo1eker/Sa1jana 

lainnya di btdang keseh.;1U4n yang memcnuhi krikria k<"".ahlian, ;nt~eritt'll":., 

kepemimpinan dan pcngalaman di bldang peloyanan; 
b. Berkelakuan baik den memiliki dedikasi untuk mcngembangkan 

pelayanan yang profcsional; 
c. Mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan 81..UD Puskesmas; 
d. Berstatus PNS dan memenuh.i syarat adrninistrasi 

kepegawaian; dan 

praktik bisnis yang sehat pada Bt.UD Puskcsrnas. 

administrasi syarat rnemcnuhi dan d. Rerst.arus PNS 
kepegawaian: clan 

e. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk rnenjalankan 

Paragraf2 

Pejabat Keuangan 81..UD Puskesmas 

Pasal 18 

Persyaratan unruk diangkat menjadi pejabat pengelola kcuangan BLUD 

Puskesmas meliputi: 
a. Seorang sarjanR memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan 

dan pengalaman di bldang akuntansi dan/ atau keuangan; 
b. Berkelekuan balk dan memiliki dedikasi untuk mengernbangkan usaha; 
c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum sesuai kct,cntuan peraturan 

perundang-undangan; 

kepegawaian; Uu.r1 
e. Berscdia mcmbuat surat pcn,yotaan kesanggupan unurk mcnjalaoka.n 

praktik bisnis yang sebar pada BLUD Puskesmas. 

administrasi syarai mernenuhi dan 

perbuatan hukum sesuai ketentu.an peraruran c. Mampu mele.ksanaka.n 
perundang-undangan; 

d. Berstatus PNS 

b. Bcrkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha; 
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a.sclcksi administrasi. 16 

a. pencn.maan; 
b. kerja sama operasional; atau 
c. rnagang. 

(3) Penerirnnan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
pan.ilia dengan tahepan aeleksi meliputi : 

Pa.ragraf I 

Pengangkatan Dan Pcmbcrhcntian Pcgawai Non PNS 
Pasal 21 

(I) Berdasarkan kebutuhan dan analis beban kerja BLUD Puskesmas dapat 

mcmpcrkcrjakan pegawai non PNS. 
('..!) Mel<amsme oaram memperkerjasan sebageimana ru rnaksuo paaa ayat \ l) 

melalui: 

Bagian Ketiga 

Pengangkatan Dan Pemberhentian 
Paragraf I 

Pengangkatan Dan Pemberhentian PNS 
Pasal 20 

(1) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan dan penempatan PNS 
sebagai pejabat pengelola dan pegawai pada BLUD Puskesmas ditetapkan 

berdasarkan kompetensi dan keburuhan praktck bisnis yang sehat serta 
sesual ketenruan peraturan pcrundang undangan. 

(2) Kompctcnsi sebagaimana di rnaksud pada ayat (!) merupakan kemarnpuan 
dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pcngelola BLUD Puskesmas berupa 

penget.ahuan, keterampilan, dan aikap perilaku yang dipcrlukan dalam 

pelaksanaan tugaa jabatannya. 
(3) Kobutuhan praktek bisnis yang schat scbagaimana dl makaud pada ayat 

(1) rnerupakan keeenungan BLUD Pu,skesmas unruk meningkatkan kinerja 
keunngH..n dan non keuangan bcrdasarkan ka.idrih manajcmcn yang baik, 

(4) Ptcjahat pengelola dan pegawai sebagaimana di maksud pada aynr {I) 

dla ngkat dan diberhentikan oleb Dupati. 
(5) Pengangkatan dan pemberhentiun ..:b,.gaimaua di maksud pada ayat (41 

ditetepkan dengan Keputusan Bupati, 

e. Bcrscdia mcmbuat Surat Pcmyat.a.n.n Kcsanggupan untuk meningkalka.n 
dan mengembangkan pelaya.nan pada BLUD Puskesmas. 
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Bagi an Kcd u ........ 19 

BAB Vl 
PEMBINM.N DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Urn um 
Pasal 22 

(l) Bupaci melakukan pembinaan d•n p,mgawasan pengelolaan DLUD 

Puskcsmas. 
(2) Pernbinaan dan pengawasan sebagalmana di maksud pada ay•I (I) 

dila.kukan melalui: 

a. pernbina teknis: 
b. pernbina keuangan; 
c. satuan pengawas internal; dan 
d. Dewan Pengawas. 

(3) Pembina teknis sebagaimana di maksud pada ayat (21 nuruf a yaitu Kepa la 
Dinas. 

(4) Pembina keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b yaitu 
PPKD. 

(5) Pembinaan dan pengawasan oleh Pembina teknis, dan Pembina keuangan 
sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai 

dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

a. seteksi administrasi; 
b. lest psikologi; 
c. seleksi akademik dan keterampllan; 
d. wawancara; dan 

e. test kesehatan. 
(4) Penerimaan sebagairnana di maksud pada ayat (2) dllaksanakan 

berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis danproduktiI dalam peningkatan 

pelayanan. 
(5) Kerja eama operasional don magang sebagaimana di maksud pada nyat (2) 

huruf b dan buruf c dilakukan sesuai kebutuhan dan dilalrukan oleh 

pimpinun dengan pihak ketiga dalam bcntuk perjanjian kerja sama. 
(6) Panitia sebagalmana di rnaksud pada ayat (3) ditctapkan dengan 

Kepurusan pirnpinan. 
(7) Pegawal non PNS eebagaimane di maksud pada ayat (1) ditclapkan dengan 

Keputusan pimpinan. 
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'o. Me.miH\d keablian. .... 20 

Pcrsyaratan untuk diangkat menjadi satuan pcngawas internal meliputi : 
a. Sehatjasmani dan rohani; 

Pasal 25 

Pasal 24 

Pl Tugas satuan pengawas internal membantu manajemcn BLUD Puskesmas 

melakukan: 
a. pcngamanan horto kekoynnn Bt..UD Puekcemae; 

b. menciptakan akurasi sistcm informasi keuangan BLUD Puskesmas; 
c. menciptakan efisicnsi dan produktivhas BLUD Puskesmas; dan 

d. mendorong dipatuhinya kcbijakan manajemen daJam pencrapan 

Praktck Bisnis Yang Schal. 
(2) Satuan pengawas internal memberil<an Japoran terhadap pctaksanaan 

tugas sebagaimana di maksud pada ayat (11 kcpada Bupali metalui 
pimpinan dan kepa la Dinas paling sedikit l (satu) kali dalam 1 (satu] 

tahun. 

Baginn Kedua 
Satuan Pengawas Internal 

Pasal 23 

(I) Satuan pengawas internal scbagaimana di maksud dalam Pasal 22 huruJ 

(c) dibentuk oleh pirnpinan BLUD Puskesmas untuk pengawaaan dan 
pengendolian intemru terhadap kinerja pela,yannn, keuangan dan 

pengaruh lingkungan sosial daJrun menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang 
Se hat. 

(2) Saluari pengawaa internal sebagaimana di maksud pada ayat {l) 
mcrupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah 
pemimpin BLUD Puskesmas. 

(3) Pembentukan oebagaimana di maksud pada ayaL (2) mempertimbangkan : 
a. keseimbangan antarn manfuat dan beban; 

b. kompieksitas manajemen; dan 
c, volume dan/ a tau 

d. jangkauan pelayannn. 
(4) Pembcntukan satuan pengawaa internal disampalkan kepada Bupat.i 

melalui kepala Dinas. 
(5) Satuan pengawas internal BLUD Puskesmas diletapkan dengan Kcputusan 

Bupati. 
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b. nilai aset ..... 2 I 

Pasal 27 
(1) Jumlah anggom Dewan Pengawaa puling bonyak 3 (liga) orang 

sebagalmana di maksud dalam Pasal 26 ayat (4) untuk BLUD Puskesmas 

yang memiliki : 
a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tabun 

terakhir, sebesar Rp. 30.00-0.000.000,00 (tlga puluh miliar rupiah) 
sarnpai dengan Rp. J00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

Bagian Ketiga 

Dewan Pengawas 

Pasal 21:> 
(!J Dewan Pengawas eebagaimana di rnaksud dalam PllsaJ 22 ayat (2) buruf d 

dibentuk oleh Bupati, 
(2) Pembentukan Dewan Pengawas seb::1g.:.:umanA di maksud pada ayat (l} 

dapat dilakukan pada DLUD Puskesmas yang mcmiliki rcalisasi 
pendnpatan menurui lnporun realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhlr 

atau nilai asset menurut ncraca 2 (dua.) tahun terakhir, 

(3) Dewan Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (21 dlbentuk untuk 
pcngawasan clan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pcjaba\ 
Pengelola. 

(4) Jumlab anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 

(lima) orang. 

Pu&kesmu&; 

c. Memahami penyelenggaraan pemcrint.ahan Daerah; 

d. Mcmahami tugas dan fungsi BLUO puakesrnes, 
c. Memiliki pengalamen teknis pada BLUD Puskesmae: 
r. Berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3); 
g. Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; 
h. Berusia paling rendah 30 (nga puluh] tahun dan paling Linggi 55 (lima 

puluh Lima) tahun pada saat mendafta.r pertama kali; 
t, Tidak pemab dihukum karena mclakukan tindak pidana yang merugikan 

kcuangan negara atau keuangan daerah; 
j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

k. Mcmpunyai sikap independen dan obyektif. 

b. Memiliki kcahlian, inc.egril.as, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan 
dcdikasi yang tinggi untuk mcmajukan dan mengembangkan BLUO 
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Pasal 29 ..... 22 

(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat 
pengelola diangkat. 

Pasal 28 
(l) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam daJam Pasal 27 

ayat (I) lcrdiri alas unsu.r: 
a. l (satu) orang pejabat Perang)<at Daerah yang membiclangi upaya 
keeehatan; 
b. l (satu) orang pejabat Perangkat Dacrah yang membidangi pcngclolaan 

keuangan daerah: dan 
c. l (sarul orang rennga nhli dihldang kcsehatan. 

(2) Anggoi.:J Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalarn p.,,,..1 27 ayal (2) 

terdiri utas unsur ; 
a. 2 (dua) orang pcjabat Pcrangkat Dacrah yang membidangi upaya 
kesehatan; 

b. 2 (duu) qrang pejabat Perartgkat, Daer'ah ya.11g membidangi pcogclolaan 
keuangan daerah: dan 

c. I (satu) orang tenaga ahli dibidang kesehatan, 
(3) Tenaga abli sebagaimana dlmaksud pada ayat (I) huruf c dan ayat (2) 

huruf c dapat berasal dari lenaga profesional, atau perguruan tinggi yang 
memahami rugas Iungsi, kegiatan dan Iayanan BLUD Puskesmas. 

(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaim.ana dimaksud pada ayal (1) dan ayai 
(2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pcngawas pada 3 (tiga) BLUD 

Puskesmas. 

b. nilai aset menurui neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar 
Rp. 150.000.000.000,00 [seratus Lima puluh miliar rupiah) sampai 
dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). 

(2) Jumlah anggota Dewan Pengewas paling banyak 5 (lima) orang 

sebagaimana di maksud dalam PasaJ 26 ayat (4) uruuk BWD Puskcsmas 

yang memiliki: 
a. realieasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) 

tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (serarus 

miliar rupiah); a tau 
b. nilai aset mcnurul neraca 2 (dua) tahu.n terakhir, lebib besar dari Rp. 

soo.000.000.000.00 (lima rarus mi liar rupiah). 
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b. memenuhi kewajiban ..... 23 

Puskesmas; dan 
3. kine,ja BLUD Puskesmas, 

(2) Pcnilaian kincrja keuangan sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) huruf b 
diukur paling sedikit mcliputi: 
a. memperoleh hasil usaha atau hasd kerja dari layanan yang diberikan 

(rentabilitas); 

Pasal 30 

(l) Dewan Pengawas memilikl tugas: 
a. mcmantau perkembangan kegiatan BLUD Puskcsmas; 
b. mcnila, kinerja keuangan mmrpun kine,ja nonkeuangan BLUO 

Puskesmas dan memberikan rekomendasl atas hasil pcnilaian untuk 
ditindaklanjuti olch P<:jabat Pengelola BLUD puskesmas; 

c. memonitor tindak lanjut basil evaluasi dan perulaian kincrja dari basil 

laporan audit perneriksa eksternal pemeriruah: 
d. mcmbcrikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan 

usgas dan kewajibannya; dan 
e. rnemberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai: 

l. RBA yang diusulkan oleh Pejabal Pcngelola; 
2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLVD 

Persyaratan unruk diangj(at menjadi Dewan Pengawas meliputi: 
a. Se hat jasmani den rohani; 
b, Memiliki keahlian, integritas, kcpcmimpinan, pengalaman, jujur, perilaku 

yang baik, dan dedikaai ya.ng tinggi untuk mcmajukan da.n 
mcngcmbangkan BLUD; 

c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
d. Mcmiliki pengetahuan yang mernadai tugas dan fungsi 131.,UO; 

c. Mcnyediakan wa.ktu yang cukup untuk mclaksanakan nsgasnya; 
r. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu); 
g. Berusia paling tinggi 60 (enam pulub) tahun tcrhadap unsur sebagaimana 

dlmaksud dalarn Pasal l 7 ayal (I) dan ayat (2); 
h. Tidak pemah menjadl anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris 

yang dlnyatakM bersalah mcnyebabkan badan usaha yang dipimpin 

d.inyatakan pailit; 
,. Tidal< sedang mcnjalani sanksi pidana; dan 
j. Tidak sedang mcnjadi pcngurus partai politik, calon kepala daerah atau 

calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 
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Pasal 33 ..... 24 

Pa.'181 32 

(1) Bupati mengangkat sekrctaris Dewan Pengawas untuk mendukung 
kelancaran tugas Dewan Pengawas. 

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimena dimaksud pada ayat (I) bukan 

merupakan anggota Dewan Pengawas. 

Pasal 31 
(I) Mesa jabatan acggota Dewan Pengawas diretapkan 5 ~ima) tahun, dapal 

diangkat kernbali unruk l(satu) kali rnasa jabatan bcrikutnya apabila 

bclum berusia paling tinggi 60 [enam puluh) tahun, 
(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling 

Liriggi 60 (en.am puJuh} tahun, Dewan Pengswas dari unsur tenaga ahli 
dapat diangkat kembali untuk I Isarul k,,li masa jabatan berikutnya. 

(3) Anggola Dewan Pengawas dibcrhcntikan olch Bupati karena: 
a. meninggal dunia; 

b. masa jabatan berakhir; atau 
c. diberhentikanberdasarkan pertimbangan tertentu. 

(4) Anggota Dewan Pcngawas dibcrnendkan sebngnirnunu dunaksud pada 

eyst (31 huruf c, karena: 
a. tidak do pat rnelaksanakan tugasnya dengan baik; 
b. tidak melaksanakan kctentuan peraturan perundangundangan; 

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas; 
d. dinyatakan bersalah dalam purusan pengadilan yang telab mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 
e. mengundurkan dm; can 
r. terlibat dalarn tindakan kecurangan yang mengaklbatkan kerugian 

pada BLUD Puskesmas, negara. dan/atau Daerah. 

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas); 

c. memenuhi seluruh kewajibannya (sol11obilitas); dan 
d. kemampuan penerimaan dan JO.Sa layanan untuk membiayni 

pengeluaran. 
(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {!) 

buruf b diukur paling sedikit bcrdasarkan perspektif pelanggan, proses 
internal pelayanan, pernbelaiaran, dan pertumbuhan. 

t4) Dewan Pengawas metaporkan pelaksanaan tugasnya scbagaimana 
dimaksud pada ayal (1) kepada Bupati paling scdikit I (satu) kali dalam 1 

[satu) tahun alau jika diperlul<an. 
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Agar setiap orang mengetahuinya da.n mcmcrintahkan pcngund.angan 
Peracuran Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupa<en 

Bungo. 

BABVIJ 
KETE:NTUAN PE:NUTUP 

Pasal 34 

Pcraturan Bupati ini berlaku sejak ranggal diundangkan, 

Pasal 33 
Segala biaya yang ditirnbulkan dalam pelaksanaao tugas Dewan Peogawas 
dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pad.a BLUD Puskesmascla.n 

dimua, dalarn RBA. 
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